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BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR 1 TAHUN 2019 

TENTANG 

      PEDOMAN PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI PATI, 

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan 

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance) diperlukan suatu sistem penyelenggaraan 

pemerintahan yang terpadu melalui melalui implementasi 

penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik 

(SPBE), yang didukung oleh kecepatan arus data dan 

informasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati; 

b. bahwa dalam upaya mewujudkan sistem administrasi 

naskah dinas yang efektif dan efisien dan mendukung tata 

kelola pemerintahan yang baik, perlu memanfaatkan 

perkembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan 

tata naskah dinas; 

c. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan 

pengelolaan naskah dinas berbasis teknologi informasi di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, diperlukan suatu 

landasan hukum untuk memberikan pedoman dalam 

pelaksanaan pengelolaan tata naskah dinas elektronik di 

lingkungan Pemerintah Daerah. 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Tata 

Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah 

Daerah; 

Mengingat . . . 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5071); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik; 

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di 

Lingkungan Instansi Pemerintah; 

9. Peraturan . . . 
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99); 

11. Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 

Nomor 595), sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 87 Tahun 

2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati 

Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 87); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 

TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pati. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pati. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Pati. 

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Unit . . . 
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6. Unit Kerja adalah Unit Organisasi yang berada di bawah 

koordinasi PD.  

7. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat 

komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan 

oleh pejabat yang berwenang di lingkungan organisasi 

perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas 

pemerintahan dan pembangunan. 

8. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam 

dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, 

yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang 

berwenang di lingkungan instansi pemerintah daerah. 

9. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis 

yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, 

pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan 

naskah dinas, serta media yang digunakan dalam 

komunikasi kedinasan. 

10. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat 

TNDE adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses 

pengambilan keputusan. 

11. Aplikasi TNDE adalah suatu sistem pengelolaan naskah 

dinas yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi yang bersifat legal. 

12. Infrastruktur adalah kelengkapan sistem TNDE berupa 

perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware), 

antara lain komputer induk (server), jaringan, komputer 

pribadi/personal (personal computer/PC), pemindai 

(scanner) dan piranti elektronik lainnya. 

13. Suprastruktur adalah kelengkapan sistem TNDE, selain 

infrastruktur, antara lain kebijakan, kelembagaan, 

ketatalaksanaan dan sumber daya manusia. 

14. Borang acu/Templat adalah format surat baku yang 

disusun secara elektronik. 

15. Agenda Surat adalah pencatatan indeks data induk surat 

yang meliputi tanggal, nomor, hal, pengirim, tujuan, dan 

ringkasan. 

16. Naskah . . . 
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16. Naskah Dinas Eksternal adalah Naskah Dinas yang dibuat 

oleh suatu Perangkat Daerah yang ditujukan untuk instansi 

lain di luar Pemerintah Daerah. 

17. Naskah Dinas Internal adalah Naskah Dinas yang dibuat 

oleh suatu unit kerja kepada unit kerja lain dalam satu 

perangkat daerah atau Naskah Dinas yang dibuat suatu 

Perangkat Daerah kepada Perangkat daerah lain 

dilingkungan Pemerintah Daerah.  

18. Tanda Tangan Elektronik adalah Tanda Tangan yang terdiri 

atas informasi elektronik yang dilekatkan, Terasosiasi atau 

Terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang 

digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Pedoman Pengelolaan TNDE dimaksudkan sebagai acuan 

dalam pengelolaan dan pelaksanaan tata naskah dinas 

elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Tujuan Pedoman Pengelolaan TNDE adalah untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, 

transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang 

berkualitas. 

BAB III 

SASARAN 

Pasal 3 

Sasaran Tata Naskah Dinas Elektronik adalah : 

a. terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dalam TNDE; 

b. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman tentang 

penyelenggaraan tata naskah dinas elektronik di 

lingkungan Pemerintah Daerah; 

c. terwujudnya keterpaduan tata naskah dinas elektronik di 

lingkungan Pemerintah Daerah; 

d. terwujudnya komunikasi dan kemudahan dalam tata 

naskah dinas; 

e. terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam tata naskah 

dinas. 

BAB IV . . . 
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BAB IV 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan TNDE meliputi : 

a. Media perekaman naskah dinas elektronik baik fisik 

maupun digital; 

b. Struktur Naskah Dinas: 

1. Bentuk dan 

2. Susunan Naskah Dinas; 

c. Penyiapan Naskah Dinas: 

1.  Naskah Dinas Eksternal: 

a) Surat Masuk beserta alur disposisinya; 

b) Surat Keluar; 

2.  Naskah Dinas Internal: 

a) Surat Masuk, beserta alur disposisinya; 

b) Surat Keluar; 

3. Naskah Dinas lainnya: 

Jenis naskah dinas yang belum diatur dalam pedoman 

ini yang diserahkan kepada kebijakan masing-masing 

instansi. 

4. Manajemen Templat/Borang Acu (Template 

management) Pembuatan konsep surat menggunakan 

templat/ borang acu berdasarkan Peraturan Bupati  

tentang Tata Naskah Dinas. 

d. Pengabsahan dan Autentifikasi, meliputi pemeriksaan dan 

persetujuan (approvement), tanda tangan elektronik, user 

id/password dan penomoran. 

e. Pengamanan meliputi pencadangan/backup, aplikasi, 

pemulihan/recovery aplikasi, jaringan. 

f. Mekanisme pengiriman naskah dinas elektronik eksternal 

dan naskah dinas internal. 

BAB V 

MANFAAT 

Pasal 5 

Manfaat TNDE adalah : 

a. terwujudnya percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE); 

b. terwujudnya . . . 
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b. terwujudnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pemerintahan khususnya dalam pemanfaatan naskah dinas 

elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah; 

c. terwujudnya percepatan reformasi birokrasi;  

d. terciptanya koordinasi pemanfaatan teknologi informasi; 

e. kemudahan pengelolaan dokumen naskah dinas dan 

penggunaannya.  

BAB VI 

PENGELOLAAN APLIKASI TNDE 

Pasal 6 

(1) Aplikasi TNDE di lingkungan Pemerintah Daerah dikelola 

oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. 

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan aplikasi TNDE 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

BAB VII 

DESAIN SISTEM DAN SPESIFIKASI SISTEM 

Pasal 7 

(1) Desain sistem merupakan deskripsi rancangan arsitektur, 

cakupan, alur kerja dan persyaratan dalam penerapan 

TNDE.  

(2) Spesifikasi sistem dalam penerapan TNDE meliputi :  

a. spesifikasi yang bersifat fungsional; dan  

b. spesifikasi yang bersifat non fungsional.  

(3) Desain sistem dan spesifikasi sistem TNDE sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VIII 

PENGECUALIAN TNDE 

Pasal 8 

Pelaksanaan TNDE dikecualikan dalam kondisi force 

majeure. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2019. 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 2 Januari 2019           

BUPATI PATI, 

 
ttd. 

 

HARYANTO 
 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 2 Januari 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 
 
 ttd.   

 
SUHARYONO 

 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN  2019 NOMOR 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


